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ABSTRAK

MUH. JALIL, 2023. Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan
Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu
Mira, SE., M.AKk.Ak dan Bapak Masrullah, SE., M.Ak.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengindentifikasi Sistem
dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi
Sulawesi Selatan, mengindentifikasi kendala dan keunggulan pada sistem
dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi
Sulawesi Selatan. Data ini diambil dari Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kualitatif yang diperoleh dari data/arsip laporan BAPENDA
Sulsel. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam
pengumpulan data mencakup data primer.

Berdasarkan hasil penelitian data dari BAPENDA Sulsel yang
merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun
2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas: 1)
Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Operasional; 4)
Laporan Perubahan Ekuitas; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
Dengan Kendala yaitu: a) Kendala jaringan. b) Ketidakstabilan kinerja
Bendahara disetiap UPT Kabupaten karena sering terjadi keterlambatan
dalam penyetoran SPJ. Dan Keunggulan semua laporan mulai dari
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan catatan atas laporan keuangan sudah dalam satu
sistem yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Laporan Keuangan
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ABSTRACT

MUH. JALIL, 2023. Analysis of Systems and Procedures for Preparing
Financial Statements at the Regional Revenue Agency of South
Sulawesi Province. Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided
by Mrs. Mira, SE., M.Ak.Ak dan Mr. Masrullah, SE., M.Ak.

The purpose of this research is to identify the System and
Procedure for Preparing Financial Statements at BAPENDA of South
Sulawesi Province, to identify the constraints and advantages of the
system and Procedure for Preparing Financial Statements at BAPENDA of
South Sulawesi Province. This data is taken from the Regional Revenue
Agency of South Sulawesi Province. The type of data used in this study is
qualitative data obtained from data/archives of the South Sulawesi
BAPENDA report. In this study, the data sources used in data collection
include primary data.

Based on the results of data research from BAPENDA Sulsel which
refers to the Governor of South Sulawesi Regulation Number 73 of 2014
concerning the accounting policies of the Prov. Government. South
Sulawesi and South Sulawesi Governor Regulation Number 74 of 2014
concerning the Regional Government Accounting System that the Head of
the Regional Work Unit (SKPD) must prepare a report consisting of: 1)
Budget Realization Report; 2) Balance Sheet; 3) Operational Report; 4)
Statement of Changes in Equity; and 5) Notes to Financial Statements.
With Constraints namely: a) Network constraints. b) Instability of the
treasurer's performance in each Regency UPT due to frequent delays in
the payment of SPJ. And the advantages of all reports starting from the
Budget Realization Report, Operational Reports, Changes in Equity
Reports, Balance Sheets, and notes on financial reports are already in one
system that makes it easier to prepare financial reports.

Keywords: Systems, Procedures, Financial Reports
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini menuntut berbagai
kalangan untuk melakukan perubahan, terutama dalam hal pemenuhan
kebutuhan informasi. Bagi kalangan pengusaha, lembaga formal dan non
formal, informasi keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan suatu
keputusan ekonomi secara cepat, tepat dan akurat. Akuntansi merupakan
suatu alat bisnis yang digunakan oleh perusahaan dalam menyampaikan
hasil informasi keuangan pada periode tertentu. Transaksi-transaksi
keuangan diproses sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan
sebuah laporan keuangan yang siap digunakan.

Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari pencatatan,
penggolongan, peringkasan dari bukti transaksi, dan pelaporan atas
transaksi-transaksi keuangan pada suatu perusahaan (Sutrisno, 2018: 1).

Pemakaian komputer dalam bidang akuntansi memberikan manfaat
yang besar, baik dalam ketelitian maupun pekerjaan yang dapat ditangani.
Perusahaan dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh dan
kerugian yang bisa dideteksi dari waktu ke waktu. Sehingga jika
perusahaan memperoleh keuntungan, maka dapat digunakan untuk
memajukan usahannya dan apabila mengalami kerugian, maka
perusahaan dapat mencari solusi dari penyebabnya dan menentukan cara

yang tepat untuk menanggulanginnya.



Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling
terikat dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar
sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang
lebih besar (Marshall B. Romney, Paul Jhon Steinbart, 2020: 3).

Sistem akuntansi sangat erat hubungannya dengan organisasi sektor
publik atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.
Pada transaksi keuangan, pencatatannya sudah menggunakan
komputerisasi dan merupakan cara tertentu dimana organisasi atau
perusahaan melaporkan tentang informasi keuangan secara tepat
waktu.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk
menyampaikan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Laporan
keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki
kepentingan seperti: Instansi pemerintah, manajer, investor, dan kreditor
dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi (Dwi Prastowo Darminto,
2019: 3).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan
merupakan instansi pemerintah provinsi sulawesi selatan yang
Berkedudukan sebagai pelaksana pada bidang pengelolaan pendapatan
daerah, yang menyangkut tentang penerimaan, belanja, pembiayaan dan

aset daerah. Sebagai pelaku akuntansi pada entitas pelaporan dan entitas



akuntansi, BAPENDA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tingkat daerah.
Laporan keuangan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi
tersebut tergabung menjadi satu dan menghasilkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Selanjutnya LKPD yang telah disusun oleh
BAPENDA tersebut akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah untuk dilakukan audit.
Pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang mengelola dana
dari masyarakat dituntut untuk dapat memberika informasi publik melalui
sebuah laporan keuangan. Alur perputaran dana yang dibayarkan oleh
masyarakat melalui pumungutan wajib pajak yang masuk ke dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dipertanggung jawabkan
kegunaannya. Masyarakat berhak tahu dan mengerti bagaimana dan
untuk apa dana pajak yang selama ini telah mereka bayarkan. Sehingga
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan bertambah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil
judul:  “SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

PROVINSI SULAWESI SELATAN".

B.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, dapat

diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu:



1. Mengetahui Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Mengetahui kendala pada Sistem dan Prosedur Penyusunan
Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Mengetahui keunggulan pada Sistem dan Prosedur Penyusunan

Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengindentifikasi Sistem dan Prosedur Penyusunan
Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Mampu mengindentifikasi kendala pada sistem dan Prosedur
Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi
Selatan.

3. Mampu  mengindentifikasi keunggulan pada sistem dan
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi

Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai
pihak antara lain:
1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan
mendalam khususnya mengenai sistem dan Prosedur Penyusunan

Laporan Keuangan.



2. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan atau saran dalam mengevaluasi sistem dan Prosedur
Penyusunan Laporan Keuangan.

3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat menambah dan
memberi pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya
untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang

dibahas dimasa yang akan datang.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Sistem dan Prosedur Akuntansi
1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kerangka yang memuat beberapa bagian dan
disebut dengan subsistem, saling berkaitan untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu (Zaki Baridwan, 2019: 4).

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat dan saling terhubung
antara satu dengan lainnya. Berfungsi secara bersamaan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu (Mulyadi, 2019: 2).

Sistem terdiri dari beberapa subsitem yang telah disusun menjadi
sebuah komponen yang erat dan terhubung, saling berinteraksi agar

dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

2. Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan dari kegiatan Kklerikal, biasanya
melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih,
yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang- ulang (Mulyadi, 2019: 5).

Terdapat beberapa tahapan dari kegiatan Kklerikal tersebut
menurut Mulyadi, (2019: 5-6) diantaranya adalah:

a. Menulis;

b. Menggandakan;

c. Memberi kode



d. Mendaftar;
e. Memilih;
f. Memindah;

g. Membandingan.

Menurut W. Gerald Cole (dalam Zaky Baridwan, 2019: 3), Prosedur
merupakan suatu urutan dari pekerjaan, dikarenakan biasanya
prosedur melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih
dan disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap
transaksi yang sering terjadi.

Prosedur merupakan tata cara atau urutan dalam melakukan suatu
kegiatan yang sering terjadi pada suatu departeman secara berulang-
ulang. Prosedur terdiri dari kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa
orang atau lebih, agar memudahkan terlaksananya penanganan
secara seragam pada tiap-tiap departemen.

3. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi terdiri atas formulir-formulir, catatan-catatan,
prosedur- prosedur, serta alat-alat yang digunakan untuk
mempermudah dalam pengolahan data suatu perusahaan. Howard F.
Stettler (dalam Zaki Baridwan, 2019: 4).

Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi
keuangan dari suatu perusahaan. Informasi keuangan tersebut berguna
bagi manajemen, dan berbagai pihak ekternal sebagai bahan penilaian

untuk pengambilan suatu keputusan.



Menurut Mulyadi (2019:3-4), terdapat pokok-pokok dari sistem
akuntansi, yaitu: formulir-formulir, catatan-catatan yang terdiri dari
jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan.

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam suatu
transaksi ke dalam catatan. Sedangkan dalam sistem akuntansi secara
manual, media yang digunakan untuk merekam data transaksi
keuangan adalah formulir yang dibuat dari secarik kertas, akan tetapi
dalam sistem akuntansi secara komputerisasi media yang
dipergunakan untuk merekam data transaksi keuangan adalah sistem
pengolahan data.

Menurut Al. Haryono Jusup (2017: 481), terdapat tiga tahapan dalam
perancangan sistem akuntansi. Pertama, mengenal dokumen bukti
transaksi dan data penting lain yang berkaitan dengan transaksi
tersebut. Kedua, mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum
dalam dokumen bukti transaksi ke dalam catatan-catatan akuntansi,
baik secara manual ataupun komputerisasi. Ketiga, mengumpulkan
dokumen bukti transaksi yang tercantum pada catatan-catatan
akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna bagi
manajer maupun pihak eksternal dalam pengambilan suatu keputusan.

Sistem akuntansi yang efektif dan efisien menurut Al. Haryono
Jusup (2017:482), meliputi prinsip-prinsip dasar tertentu, yaitu:

a. Hemat dalam segi beban perancangan dan pengoperasian;

b. Menghasilkan output yang bermanfaat; dan



c. Fleksibel dalam menghadapi kemungkinan perkembangan di

masa yang akan datang.

Sistem akuntansi adalah suatu kerangka yang tersusun dari berbagai
dokumen. Dokumen tersebut terdiri dari formulir-formulir dan catatan-
catatan transaksi keuangan berupa jurnal, buku besar, buku pembantu
dan laporan keuangan. Suatu sistem akuntansi yang efektif dan efisien
harus mempunyai prinsip-prinsip dasar yang meliputi; hemat,
bermanfaat, dan fleksibel. Terdapat tiga tahapan dalam menyusun
perancangan sistem akuntansi, yaitu: pengenalan dokumen bukti
transaksi, pengelompokkan dan pencatatan dokumen transaksi
tersebut ke dalam catatan-catatan akuntansi, serta menyususunnya
menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna bagi manajemen
dalam mengawasi usahanya dan bagi pihak ekternal dalam

pengambilan suatu keputusan.

.Penyusunan Laporan Keuangan
1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran 1.02 PSAP 01-
6) adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya ekonomi dengan cara:
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a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya
ekonomi , kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisisumber
daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi.

d. Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteirstik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Menurut Bastian (2016), terdapat empat karakteristik
kualitatif pokok yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna

dengan membantu mereka mengevaluasi peristwva masa lalu
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atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu
agar informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan
dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki
unsur berikut:
1) Manfaat umpan balik (feedback value).
Informasi ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat
mengoreksi ekspetasi mereka dimasa lalu.
2) Manfaat Prediktif (prediktive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa
Kini.
3) Tepat waktu (timelinesa)
Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh
dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4) Lengkap
Informasi  akuntansi dapat mempengaruhi  pengambilan
keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan
diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah
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b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, akan
tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
Informasi yang andal memiliki unsur berikut:
1) Dapat diuji kebenarannya (veriable)
Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang
berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan
menghasilkan hasil akhir yang sama.
2) Netral
Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi
keuangan. Informasi diarakan pada kebutuhan umum dan tidak
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3) Penyajian secara wajar
Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan
hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang
sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang
disajikan harus bebas dari unsur bias.
c. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
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atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan
tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman. Pengguna diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan
operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk

mempelajari informasi yang dimaksud.

.Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
1. Pengertian Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan organisasi sektor publik publik merupakan
komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.
Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan
akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor

publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi
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kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa
laporan keuangan (Mardiasmo, 2018). Menurut Sri Rahayu (2017)
penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting,
pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari
trasparansi dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan
keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan.

Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang
pelaporan keuangan dan Kkinerja instansi pemerintah,menyatakan
bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa
penyajikan laporan keuangan daerah adalah bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah
mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut
untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan
diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan
dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan

akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.
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2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,
aru s kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti dan Aida
2012). Sedangkan menurut Halim (2009:20) menyatakan  tujuan
pelaporan keuangan daerah adalah menyajikan laporan tentang;
a. Posisi keuangan
Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang
menyajikan aktiva, kewajiaban, dan modal perusahaan pada
tanggal tertentu (contohnya akhir bualn, akhir semester, atau akhir
tahun). Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, merupakan
umber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan
karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan
langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva,
keajiban, dan ekuitas.
b. Realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisari, sumber, alokasi
dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
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Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi
anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.
Arus kas

Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan, dan
transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/
daerah selama periode tertentu.

Kinerja pelaporan keuangan

Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan
dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan
dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan
operasional, belanja berdasarkan Kklasifikasi fungsional dan
ekonomi, dan sufplus atau defisit.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17
tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan
yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi:

1) Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer,

surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
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anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entittas
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal
tertent. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari :

a) Aset

Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan
diharapkan dapat memperoleh baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non  keuangan yang diperlukan untuk
menyesiakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu
yang menyeleseikannya mengakibatkan aliran sumber daya
ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.
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e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan,
dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/
daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam
laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang
masing-masing didefinisikan sebagai berikut (Riyanti 2017):

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk

kebendahara umum negara/ daerah
2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
bendahara umum negara daerah.
f. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangn meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran.,
neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan
oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan
dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi
pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan

keuangan adalah informasi posisi keuangan yang dihasilkan dari
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kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai
laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk
melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis

yang diambilnya

3. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disampaikan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah. Dan informasi ini diperlukan pengguna

untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan
dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Menurut Diamond, (2002) Informasi keuangan didalam laporan

keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah
dan pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak
hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset
dan hutang yang mereka kelola.

b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah
umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang,
pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar
dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan

semua sumber daya dan kewajiban d) Memberikan informasi
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yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan
keputusan.

Menurut Fahmi (2015:5) yang menyatakan bahwa “Dengan
adanya laporan laporan keuangan yang disediakan manajemen
perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam
proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam
melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk
memprediksi kondisi masa yang akan mendatang”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat
dari adanya laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan

demi kemajuan perusaan atau instansi dimasa yang akan datang.

. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah
1. Siklus akuntansi

Menurut Mahsun, Muhammad dkk (2017: 97-132), siklus
akuntansi adalah sistematika prosedur pencatatan, peringkasan atas
transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

Tahap awal dari sikuls ini adalah pengindentifikasian atas
transaksi keuangan, didukung oleh dokumen bukti transaksi dan dicatat
pada buku jurnal. Catatan yang diperoleh dari buku jurnal akan
diposting ke dalam buku besar yang berguna untuk mempermudah

dalam penyusunan laporan keuangan. Semua akun akan
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diklasifikasikan berdasarkan daftra saldo, kertas kerja dan
penyesuaian.
2. Transaksi

Transaksi adalah kegiatan yang mengubah posisi keuangan
pada suatu entitas. Suatu entitas memperlukan data transaksi dan bukti
pendukung untuk proses pencatatan akuntansi dalam kegiatan
operasinya.
a. Jenis Transkasi
Menurut jenisnya, tranksaksi terdiri dari:
1) Tranksaksi kas, vyaitu transaksi yang menimbulkan
bertambahnya atau berkurangnya kas. Sebagai contoh adalah
penerimaan piutang, pembiayaan SP2D;
2) Tranksaksi nonkas, yaitu transaksi yang timbul akibat terjadinya
perubahan pada aset, utang, dan pendapatan yang tidak
berpengaruh terhadap  kas. Sebagai  contoh adalah
penerimaan aktiva tetap dari donator dan pembebasan utang.
b. Bukti Transaksi

Bukti transaksi merupakan alat yang digunakan untuk
pendokumentasian dari seluruh transaksi keuangan atau kejadian
ekonomi. Sebagai contoh dari bukti transaksi adalah:

1) Kas: Surat Perintah Membayar (SPM);

2) Piutang: Daftar Piutang;

3) Persediaan: Daftar persediaan;
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4) Aktiva Tetap: Daftar aktiva tetap;
5) Utang: Dokumen penarikan pinjaman;
6) Pendapatan: Surat Tanda Setoran (STS);
7) Belanja: Daftar Pembukuan Administratif (DPA)
c. Bukti Jurnal
Bukti jurnal merupakan alat pendokumentasian atas bukti
transaksi ke dalam media pencatatan akuntansi. Bukti jurnal memuat
kode debit pada sisi kanan dan kredit pada sisi kiri untuk perkiraan
pencatatan dalam buku besar pada masing-masing transaksi.
d. Jurnal
Jurnal adalah alat atau metode yang dipergunakan dalam
mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan maupun
data lainnya.
e. Buku Besar
Buku besar adalah suatu buku yang memuat tentang kumpulan
rekening dari dokumen bukti transaksi yang telah dicatat dalam jurnal.
f. Buku Besar Pembantu
Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian tertentu
yang ada di buku besar. Rekening-rekening buku besar yang biasanya
membutuhkan buku besar pembantu adalah kas, piutang, persediaan,

investasi jangka panjang, aktiva tetap dan utang.
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g. Saldo Buku Besar

Saldo buku besar merupakan kumpulan dari daftar rekening
beserta saldo yang menyertai dalam suatu periode pelaporan.
h. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir
periode akuntansi digunakan untuk menghasilkan penyesuaian yang
sesuai antara pendapatan dan belanja/pembiayaan. Jenis-jenis
penyesuaian ini mempunyai sub- subkategori sebagai berikut:
1) Biaya Dibayar Dimuka, yaitu biaya dibayar tunai dan dicatat
sebagai aktiva sebelum biaya tersebut dipakai;
2) Pendapatan Ditangguhkan, yaitu pendapatan yang sudah
diterima secara tunai dan dicatat sebagai utang/kewajiban
sebelum pendapatan tersebut diperoleh;
3) Pendapatan Terhimpun, yaitu pendapatan sudah diperoleh,
namun belum dibayar secara tunai atau dicatat;
4) Biaya Terhimpun, yaitu biaya sudah dikeluarkan, namun
belum dibayar secara tunai atau dicatat.
i. Laporan Keuangan

Hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu laporan keuangan yang
menyajikan informasi agar berguna untuk pengambilan keputusan oleh
berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan  keuangan

mengungkapkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan,
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kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi
penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan.
j.Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah penjurnal yang dilakukan setelah laporan
keuangan telah selesai disusun. Jurnal penutup dilakukan pada akhir
periode akuntansi. Proses penutupan ini berfungsi untuk membuat
saldo dari akun-akun pendapatan dan belanja /pembiayaan menjadi

nol.

. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan ini terdiri dari pengertian
komponen- komponen laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
1. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013
(Lampiran-1), terdapat beberapa komponen dalam satu set laporan
keuangan dan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran dan laporan
finansial yang meliputi:
2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan

keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
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APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
a. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Daerah atau oleh entitas akuntansi yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan,
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
b. Akuntansi Belanja LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas
Umum Daerah) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Klasifikasi belanja dalam
SAP adalah sebagai berikut:

1) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang
digunakan dalam kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang
memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi
belanja barang, belanja pegawai, subsidi, bunga, hibah, serta
bantuan sosial,

2) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran
yang digunakan untuk memperolehan aset tetap berwujud
dan atau aset tidak berwujud yang memberikan manfaat lebih

dari satu periode akuntansi;
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3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang
dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak
diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat
bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
perbandingan antara kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih pada periode pelaporan saat ini dengan periode
pelaporan sebelumnya secara komperatif
4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset
adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiva masa lalu. Kewajiban adalah
utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas
adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari aset
dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Setiap pemerintah

daerah mengklasifikasikan aset lancer dan nonlancar serta
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mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang dalam neraca.
5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Operasional

Laporan operasional yang menyajikan  ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang
dikelola oleh pemerintah pusta/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
7. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan tentang
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. Catatan Atas
Laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi

lainnya yang harus dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAP serta
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ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian

laporan keuangan secara wajar



BAB Il

METODE PENELITIAN

A.Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan

pendekatan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan

dengan baik dan sistematis. Dalam penelitian ini pendekatan yang

digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang

disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Temuan

kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja

dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1.

Tempat
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan JI. A.P Pettarani No.1

. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini adalah kurang lebih 2

bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023.

C. Metode Pengumpulan Data

1.

Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data

kualitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur (measurable) atau
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dihitung secara langsung dengan pengukuran yang mendeskripsikan
suatu kasus atau objek penelitian.

2. Sumber data
Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang

diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

observasi, dan telaah dokumen:

a) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui daftar
pertanyaan yang ditujukan langsung kepada objek.

b) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat
langsung untuk mengamati.

c) Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
mempelajari buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan

topik pembahasan.

D. Metode Analisis

Analisis data data merupakan suatu langkah penting dalam
penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang
dikumpulkan oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh dan

dikumpulkan dari objek penelitian melalui hasil observasi, wawancara,
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studi literatur dan dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya

dideskripsikan dalam bentuk laporan.

. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan
kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau kegiatan
ataupun memberikan suatu operasional yang diperluka. Definisi
operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu
indikator diukur.

1. Sistem merupakan suatu kerangka yang memuat beberapa bagian
dan disebut dengan subsistem, saling berkaitan untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu.

2. Prosedur adalah suatu urutan dari kegiatan klerikal, biasanya
melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau
lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam
transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang

3. Sistem akuntansi terdiri atas formulir-formulir, catatan-catatan,
prosedur-prosedur, serta alat-alat yang digunakan untuk
mempermudah dalam pengolahan data suatu perusahaan

4. Laporan Keuangan Daerah adalah Laporan keuangan organisasi
sektor publik publik yang merupakan komponen penting untuk
menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang
semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik

menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk
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manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada
publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa

laporan keuangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

Badan pendapatan daerah merupakan salah satu dinas yang
bertugas untuk meningkatkan penerimaan, baik ditingkat pusat
maupun ditingkat daerah.namun di sisi lain, pemerintah daerah juga
sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerabh.

Badan pendapatan daerah sebagai satuan kerja daerah (SKPD)
pemerintah provinsi Sulawesi selatan yang diberikan kewenangan
mengamban tugas di bidang pendapatan, sebagaimana duatur
dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai hak mengelola
pendapatan daerah, antara lain memungut pajak daerah dan
retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Sumber
Daya Alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah,
mendapatkan sumber-sumber pen dapatan yang sah guna
pembiayaan kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan

kemasyarakatan.
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Sekitar tahun 1972 kebawah dinas pendapatan daerah
merupakan salah satu bagian pada biro keuangan setwilda provinsi
Sulawesi selatan dengan nama bagian penghasilan daerah.

Perkembangan selanjutnya dengan luasnya daerah kerja urusan
yang menyangkut pendapatan daerah baik meliputi pendapatan asli
daerah sendiri (pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan daerah
lainnya yang sah maupun pendapatan Negara yang diserahkan ke
daerah provinsi) dan setiap SKPD mendapatkan tugas khusus dari
secretariat pemerintah provinsi Sulawesi selatan.

Bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan
tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan
berdasarkan surat keputusan Gubernur/pemerintah  provinsi
Sulawesi selatan Nomor : 130/1V/1973 tanggal 17 april 1973 tentang
pembentukan dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

Badan pendapatan daerah provinsi dati 1 sulawesi selatan
sebagai aparat pemupuk pendapatan daerah provinsi dati 1 sulawesi
selatan perlu ditingkat kembangkan pengelolaannya baik pelayanan
kepada masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah
sehingga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud
ditetapkanlah susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan
daerah provinsi Sulawesi selatan yang diatur berdasarkan peraturan

pemerintah provinsi Sulawesi selatan nomor 6 tahun 1979 tentang
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susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan.

Pada tahun 2016 dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi
selatan berganti nama menjadi badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 18
tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamanahkan
peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan nomor 10 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang pada
akhirnya ditindak lanjuti dengan peraturan gubernur Sulawesi selatan
nomor 99 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan.

. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan. Berlokasi di Jalan A.P. Pettarani No. 1
Makassar. Adapun Struktur organisasi Badan pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
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2) Sub Bagian Program;

3) Sub Bagian Keuangan.

. Bidang Perencanaan dan pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin

oleh Kepala Bidang dan membawabhi 3 (tiga) seksi, yaitu:

1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;

3) Sub Bidang Peraturan Pendapatan Daerah.

. Bidang Pendapatan Asli Daerah Daerah dipimpin oleh Kepala

Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

1) Sub Bidang PAD I;

2) Sub Bidang PAD lI;

3) Sub Bidang PAD llI.

. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Lainnya dipimpin oleh

Kepala Bidang dan membawabhi 3 (tiga) seksi, yaitu:

1) Sub. Bidang Data dan Informasi;

2) Sub Bidang Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi;

3) Sub Bidang Verifikasi dan Vaidasi Objek dan Subjek Pajak:
Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala

Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

1) Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan

Pendapatan Daerah;

2) Sub Bidang Pengawasan;
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3) Sub Bidang Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan:
g. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) dipimpin oleh kepala
UPTB dan membawahi 3 (tiga) Sub bagian/Seksi, yaitu:
1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Pendataan dan Penetapan;
3) Seksi Penagihan dan Penerimaan.
3. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan adalah- menyelenggarakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan
daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta
pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugaspembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas,Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi,
yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah

meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah,
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retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan
pembinaan;

b. Pengoordinasian  penyusunan  perencanaan  pengelolaan
keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan
daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah
lainnya,serta pengendalian dan pembinaan;

c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan
keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan
daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya,
serta pengendalian dan pembinaan.

4. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan data bulan Desember 2021, jumlah Pegawai pada

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 486

orang yang terdiri dari PNS laki-laki 304 orang dan PNS perempuan

182 orang.

5. Visi dan Misi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
satuan kerja perangkat daerah ikut berusaha mewujudkan visi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama

Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi

Kesejahteraan. untuk mencapai hal tersebut di atas, Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan visi

“Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan
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Pendapatan Daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan

Inovatif.

Visi tersebut di atas mengandung 2 (dua) substansi utama yaitu
terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang maksimal dan
sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib,
transparan, akuntabel dan inovatif. Visi tersebut diatas merupakan
komitmen dari seluruh elemen yang ada pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan tata laksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Good
and Clean Government).

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, ditetapkan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga
belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10%
(sepuluh persen) per tahun;

b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam
rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;

c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap,
handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola
pendapatan daerah;

d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan
daerah yang transparan dan akuntabel.

e. Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian
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B.Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada

BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraruran Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Permendagri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2006 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230). Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 319). Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
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Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov.

Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun

laporan yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca,

3. Laporan Operasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas dan

5. Catatan atas Laporan keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi
tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran
dengan :
a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan

penggunaansumber daya ekonomi.



b. Menyediakan informasi

mengenai

realisasi
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anggaran Ssecara

menyeluruh yang berguna dalammengevaluasi kinerja pemerintah

dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Gambar 1

Tabel proses dan prosedur pencatatan Laporan Realisasi Anggaran
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Sumber:

2. Neraca

Neraca menggambarkan

pelaporan mengenai asset,

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

posisi keuangan

suatu

Arsip laporan catatan atas laporan keuangan 2021 Badan

entitas

kewajiban dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari asset,
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kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefenisikan

sebagai berikut :

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwva dimasa lalu dan
manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah



Gambar 2

Tabel proses dan prosedur pencatatan Neraca
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Sumber: Arsip laporan catatan atas laporan keuangan 2021 Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Laporan Operasional
Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit dari
suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan priode sebelumnya.
Laporan operasional menyediakan informasi mengenai :

a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi
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b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan
dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi.

c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah
dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara
komparatif.

d. Penurunan ekuitas (bila deficit operasional) dan peningkatan
ekuaitas (bila surplus operasional)

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari
siklus sehingga penyusunan laporan operasinal, laporan
perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang

dapat dipertanggung jawabkan.



Table proses dan prosedur pencatatan Laporan Operasional

Gambar 3
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Sumber: Arsip laporan catatan atas laporan keuangan 2021 Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos

pos:

a. Ekuitas awal

b. Surplus / deficit-LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas,

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

mendasar misalnya :

kesalahan

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada

priode-priode sebelumnya.

2) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat
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dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan
keuangan.
Gambar 4

Table proses dan prosedur pencatatan Laporan Perubahan Ekuitas
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Sumber: Arsip laporan catatan atas laporan keuangan 2021 Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.Catatan atas

laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2) Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangaan dan ekonomi

makro;
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3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-trasaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.

5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan.

6) Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis.

Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan

operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah
untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban
sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan. Tujuan
umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu
entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
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daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada
masyarakat.

. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan

mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku,

antara

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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6)

7)

8)
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 4575);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
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Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006
Nomor 230), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 319);

15) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Nomor 6);

16) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014
Nomor 73);

17) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
Nomor 74);

18) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2021

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Nomor 42);

19) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2388/XI/Tahun
2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran DPPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

C.Kendala pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan

Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik tentunya
dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar bagian keuangan
itu sendiri. Adapun kendala/faktor-faktor penghambat pada sistem dan
prosedur penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu a) Kendala jaringan. b)
Ketidakstabilan kinerja Bendahara disetiap UPT Kabupaten karena
sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran SPJ.
.Keunggulan pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan
Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

Keunggulan pada sistem dan prosedur penyusunan laporan
keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu semua laporan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan catatan atas
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laporan keuangan sudah dalam satu sistem yang mempermudah dalam

penyusunan laporan keuangan.



BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Kantor
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan
dengan baik. sebagaimana Prosedur yang dimiliki Badan
Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Prosedur ini mengatur
kelancaran kegiatan oprasional khusunya untuk Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun.

2. Kendala/faktor-faktor penghambat pada sistem dan prosedur
penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan vyaitu a) Kendala jaringan. b)
Ketidakstabilan kinerja Bendahara disetiap UPT Kabupaten karena
sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran SPJ.

3. Keungulan pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu
semua laporan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan catatan atas
laporan keuangan sudah dalam satu sistem yang mempermudah
dalam penyusunan laporan keuangan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis sistem dan

prosedur dalam penyusudan laporan keuangan badan pendapatan daerah
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provinsi Sulawesi selatan, penulis memberikan saran agar badan
pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan
memaksimalkan/mempertegas jangka waktu pengmpulan SPJ setiap
Bendahara di UPT. Sehingga akan memperlancar/mempermudah proses

penyusunan laporan keuangan.

Untuk kendala jaringan agar kiranya Badan pendapatan Daerah
Prov. Sulsel meningkatkan kerjasama jaringan dengan pihak provider
untuk memaksimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel.

Pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu semua
laporan mulai dari Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan
sudah dalam satu sistem yang mempermudah dalam penyusunan laporan

keuangan.
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